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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan
program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan
pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah
ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di
masa yang akan datang (performance improvement). Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2021 — 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjlP
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik
yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam
mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi
mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
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Latar Belakang
Terselenggaranya good govemance wmerupakan prasarat bagi setfiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-
cita bangsa bernegara. Dalam rangka #tu diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP
PMR Rl Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19989
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas
umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut,
dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beraku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah.
Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan sesuatu perencanaan stralegis yang ditetapkan oleh masing-masing
instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada
atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan
akhimya disampaikan kepeda Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut



menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dasar Hukum
Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomar 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah:

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut

a. pengkoordinasian penyusunan kebijaksanaan daerah sesuai rencana
pembangunan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

¢. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;



d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipit Negara pada instansi
daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Permasalahan dan Isu Strategis
Dengan berlakunya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2021

maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 dinyatakan dicabut
tidak beriaku lagi maka mulai tahun 2021 struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara mengalami perubahan. Disisi lain dengan adanya perubahan tersebut
harus dihadagi dengan tidak mengurangi kinerja sekretariat daerah.

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 disebutkan bahwa Sekretariat Daerah
kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan fugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif (pasal 3). Sekretaniat Daerah kabupaten dalam melaksanakan
tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sesuai rencana
pembangunan daerah yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;,

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi
Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Adapun permasalahan yang dapat dirinci berdasakan Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah adalah :

No POKOK MASALAH MASALAH AKAR MASALAH
Kinerja Rendahnya Penyampaian infarmasi kebijakan, kegiatan
Bagian Tata | penyelenggara koordinasi dan | dan capaian kinerja Penyelenggaraan
1 Pemerintaha | an pemerintah sosialisasi Pemerintah Daerah belum optimal
ih kebijakan,
" daerr‘;a:dr:: * kegiaian dan | Belum semua Kepala Perangkat Daerah
capaian kinerja memahami dan berkomitmen dalam mencapai




penyelenggaraa | kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
n pemarintah
daerah Minimnya koordinasi dengan Perangkat
Daerah yang terlibat dalam penyusunan LPPD
Adanya perganitian personil yang menangani
LPPD di Perangkat Daerah sehingga
memerlukan waktu untuk belajar kembali
terkait kegiatan yang ditanganinya
Koordinasi dan fasilitasi proses adm PAW,
Pemilu, izin, proses pengusulan,
pengangkatan dan pemberhentian KDH
Ada beberapa uraian tugas dan IKK serta
indikator SPM yang Belum sinkron di
Perangkat Daerah
Penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi
kebijakan otonomi dasrah
Banyaknya Tingginya permintaan hibah dan bansos untuk
Belum permintaan pembangunan tempat ibadah, madrasah dan
. masyarakat di | ponpes
. optimalnya .
Bagian I bidang
Kesejahteraa | Fo 2yanan keagamaan, | Tingginya permintaan bantuan akibat musibah
n rakyat bagian kesejahteraan | dan bencana alam bagi masyarakat
kesejahteraan .
cakvat sosial dan e , r—
y kesejahteraan ingginya permintaan beasiswa
masyarakat
Hasil Kerja Minimnya kualitas dan kuantitas SDM
Sama Daerah | perangkat daerah khususnya OPD teknis yang
Befum belum memahami program KSD
Maksimalnya termanfaatkan
Pelaksanaan dengan baik Belum teranggarkan pendanaan guna
Kerja Sama guna mendukung program kerjasama daerah pada
Daerah Yang | mendukung | Perangkat Daerah
Sudah penyelenggaraa -
Dilaksanakan n layanan Eer.bedaan ketbua;kan arl;\'::i: til(ate’ra.h Imembuat
Bagian (ditandatangan kepada er]ka s:amls: antar daeran fidak benafan
Kerjasama i KDA) dan masyarakat dan | M2 oM
belurn fokus kontribusi e iasama yang dilaksanakan masih bersifat
terhadap isu terhadap ego sektoral (hanya mangakomodir
strategis prioritas kepentingan OPD tertentu)
daerah program
pembangunan
daerah
Penyusunan Proses Ma:w:( n::pir:nya SID:A dalar I:xse[;\teqemahkan
Naskah KSD | Dokumentasi, | &"@n kebhakan pelaksanaa




belum Penyusunan, | Minimnya SDM dalam pemahaman tata cara
terintegrasi Penyelesaian | penyusunan Naskah KSD
dan Naskah KSD
terdokumentas masih Belum Adanya SOP alur penyusunan naskah
i dengan baik | membutuhkan | KSD Daerah dan Evaluasi hasil KSD
waktu yan
iarn); g Perbedaan pemahaman bentuk naskah
Kerjasama dengan mitra
Bagian Pemahaman antar anggota tim tentang
Perekonomia . pentingnya kinerja tim pengendalian inflasi
n Koordinasi, | yasih belum optimal
fasilitasi,

Kinerja tim sosialisasi, Kurangnya komitmen Organisasi Perangkat
pengendalian | evaluasi, dan | Daerah terkait dalam menjaga/mengendalikan
inflasi daerah pemantauan inflasi daerah.

kurang pelaksanaan
optimal. kebijakan iflasi | Kurangnya membangun Kerjasama dengan
daerah masih | daerah penghasil (surplus)
kurang.
Minimnya langkah yang inovatif dalam
pengendalian inflasi daerah
Minimnya asn yang pemahaman regulasi
pembangunan
Belum banyaknya  "Sosialisasi regulasi pembangunan yang befum
Bagian optimalnya permasalahan | gilaksanakan
Admnistrasi layanan kebijakan
N administrasi Belum adanya pedoman khusus terkait
Pembanguna fasilitasi AR g .
- . pembangunan | layanan fasilitasi administrasi pembangunan
n administrasi yang belum
pembangunan | . o caikan | Banyaknya pengaduan masyarakat terkait
pembangunan
Waktu pelaksanaan
Tingkat kepatuhan dalam mengumumkan RUP
masih rendah
Masih Minimnya penggunaan SPSE dalam proses
rendahnya tender dan non tender
Pengelolaan komitmen
Bagian pengadaan erangkat Minimnya SDM TIK di BPBJ dalam
Pengadaan barang dan d:erah dalam pengembangan sistem informasi pendukung
Barang dan jasa masih melaksanakan SPSE
Jasa belum tepat tahapan
waktu anapa Minimnya SDM PBJ
pengadaan
barang dan jasa | Menumpuknya PBJ di akhir tahun
Kurangnya Petaksanaan Diklat dan Bimtek
Kompetensi PBJ
. i rusahan
Bagian Birokrasi Yang Persentasi Kurangnya tingkat kepatuhan pe




Sumber Bersih, Efektif, | jumlah aduan | terhadap peraturan perundangan undangan
Daya Alam Efisien dan Masyarakat
Melayani terhadap Kurangnya informasi / Masyarakat terhadap
permasalahan di | Regulasi pengelolan Sumber Daya Alam
Bidang Sumber
Daya Alam Rendanya pemahaman Masyarakat terkait
Reguiasi pengelolan Sumber Daya Alam
Tingginya koplik Masyarakat terhadapa
perusahan
Pelayanan dan | Belum diperbaharui nya SOP mengenai
Penyelenggaraa | pelayanan terkait penanganan sarana dan
n terhadap prasarana
Sarana dan
Prasarana Tidak sesuainya jumlah permintaan peralatan
sebagai penunjang kerja dan logistik dengan anggaran
penunjang yang ada
urusan -
. Tidak sesuainya perencanaan terkait sarana
pemerintah )
dilingkungan dan prasarana Gedung dengan alokasi
kantor Bupati anggaran
Kabupaten Kutai
Kartanegara
{Sekretariat
Daerah) belum
optimal
Balum Tidak tertibnya dalam hal penguasaan asef,
Optimalnya
terutama untuk aset dalam penguasaan
pelaksanaan .
. Belum pejabat yang puma tugas, ataupun aset yang
Bagian Tugas dan : digunakan oleh pihak ketiga
Umum Fungsi Bagian aptimalnya 9 P g3
Umum Pada penataan Minimnya SDM yang memahami aturan
Sekretariat barang milik penataan aset
Daerah daerah
dilingkungan A Sinkronnya antara data SIMDA barang
Sekretariat dengan fisik barang yang ada
daerah
Kurangnya Koordinasi dengan OPD terkait
prihal penataan Aset
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Belum masih dilakukan secara manual dan belum
optimalnya | didukung teknologi informasi
pelayanan surat
menyurat dan | Kurangnya tenaga aparatur yang terampil
administrasi dalam memanfaatkan perkembangan teknologi
kepeagawaian ‘
dilingkungan Penataan ASN masih belum berdasarkan
Sekretariat beban kerja serta masih rendahnya
Daerah kompetensi ASN dilingkungan Sekretariat

Daerah




Penataan organisasi belum tepat fungsi, belum
berdasarkan kinerja dan belum berdampak

Belum pada peningkatan kualitas pelayanan publik
terwpudny= Implementasi [ Belum tepatnya struktur t dan fungsi serta
manajemen formas: ; patnya struktur tugas dan fungsi se

] birokrasi yang ) ! _ asasuaian jabatan
9 Baglgn | efektif efisien birckrasi masih
Crganisasi ino’v atif ' tidak optimal Belum tersedianya informasi kebutuhan
' dalam 8 area | jabatan secara digital
akuntabel,
bersih dan perubahan : - .
' Belum optimalnya manajemen sakip
melayani
Kurang optimalnya penerapan standar
pelayanan publik
Penyampaian informasi kebijakan, kegiatan
dan capaian kinerja kepala daerah/pimpinan
yang tidak tepat waktu (tidak update) dan tidak
Kepercayaan menarik (rutinitas/seremonial)
dan opini Minimnya — i
masyarakat informasi dan Med!a |f1formaSI f’emkab -Kukar yang belum
terhadap sosialisasi menjadi sumber informasi yang aktual bagi
kebijakan dan |  kebijakan, | Masyarakat
. @Pa'a” kegllatan‘dar'l Minimnya penyampaian infarmasi kebijakan,
kinerja kepala | capaian kineria | o jiatan dan capaian kinerja Perangkat
E’aer,a“’ kepallla ‘?‘aefa“’ Daerah yang menjadi capaian kinerja Kepala
pimpinan pimpinan Daerah/Pimpinan
masih rendah
Bagian Minimnya SDM dan tidak mendukungnya
10 Protokol dan sarana prasarana penunjang dan mobilisasi
Komunikasi peliputan, pengelolaan informasi dan publikasi
Pimpinan
Permintaan acara/kegiatan dari masyarakat
atau kelembagaan yang banyak dan
mendadak
tz;?;t:: I:;eg?:t‘:_‘s Permintaan acara/kegiatan yang harus dihadiri
keprotokolan keprotokoian K,e pal:a Daer.ahﬂ:l'lmplr:lan (ud?k mau
kepala daerah/ | kepala daerah/ diwakilkan/dihadiri Pejabat lain)
pimpinan yang | pPimpinan yand Micaiematasan jumlah dan kompetensi SDM
belum tinggi dan tidak keprotokolan
maksimal teriadwal
Minim dan tidak mendukungnya sarana
prasarana penunjang dan mobilisasi
keprotokolan
. Belum Sistem Penyediaan aplikasi keuangan yang sering
Bagian . perencanaan | berubah-ubah dari pemerintah pusat terkait
11 | Perencanaan | optimalnya h i kevad
Keuanaan predikat yang I:{elum perencanaan, penatausa. aan sampai kepada
g maksimnal pelaporan keuangan akhir

akuntabilitas




kinerja
sekretariat
daerah

Pergantian antara aplikasi keuvangan yang satu
dengan lainnya tidak didahului dengan
sosialisasi yang cukup waktu /mendadak serta
penyediaan perangkat aplikasi yang masih
kurang lengkap sehingga banyak yang harus
dilakukan input manual

Keterbatasan jumlah dan kompetensi SOM
Perencanaan Dan Keuangan

Minim dan tidak mendukungnya sarana
prasarana penunjang untuk kegiatan
Perencanaan Dan Keuangan

Sistem
pelaporan yang
belum maksimal

Belum Optimalnya Manajemen SAKIP untuk
12 Bagian Sekretariat Daerah

Proses pencairan yang masih mengalami
banyak kendala pada aplikasi yang tersedia
sehingga berimbas pada pelapecran akhir

Pengumpulan data pelaporan yang lambat
sehingga berimbas pada pemenuhan data
pemeriksaan yang sering lepas jadwal yang
sudah ditentukan

Minimnya SDM yang memahami perencanaan,
penatausahaan keuangan sampai kepada
pelaporan akhir serta tidak didukung oleh
sarana dan prasarana yang ada
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Bagian
Hukum

Belum
maksimalnya
pelayanan
bantuan
hukum berupa
konsultasi
hukum kepada
aparatur Sipil
Negara,
aparatur desa
dan
masyarakat
umum

Konsultasi
hukum ditayanai
secara tatap
muka dan baru
menyentuh
kalangan
pimpinan
perangkat
daerah

Belum dimanfaatkanya fasilitas website
jaringan dekumentasi dan informasi hukum
untuk pelayanan konsultasi hukum

Belum dimanfaatkanya jaringan
telekomunikasi telpon untuk pelayanan
konsultasi hukum

Minimainya kulaitas dan kuantitas SDM Sub
Bagian bantuan hukum yang memberikan
kensultasi hukum secara anline

Minimalnya sarana dan prasarana untuk
melakukan konsuitasi hukum secara online

Minimalnya literasi teori hukum, putusan
peradilan dan umum

Belum ada SDM di Sub bagian Bantuan
Hukum yang khusus mengslola pelayanan
konsultasi hukum secara online




b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
¢. Bagian Hukum, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bagian Kerja Sama, membawankan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional,
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsicnal.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Bagian Perekonomian, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
¢. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional,
2. Kelompok Jabatan Fungsionai; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Bagian Umum, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bagian Organisasi, membawahkan:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan



3.
c.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Kelompok Jabatan Fungsionat.
Kelompok Jabatan Fungsional

11
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e Uraian Tugas Sekretaris Daerah meliputi :

a.

h.

mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah dengan mengacu pada
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan kondisi obyektif sesuai
ketentuan yang beraku;

merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

merumuskan kehijakan administrasi keuangan daerah;

menetapkan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;

menetapkan kebijakan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah;
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

« Uraian Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas :

1.

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, hukum, dan kerjasama;

2. pengkoordinasian  penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan

3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja
sama;

b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata
pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata

pemerintahan, hukum dan kerja sama,
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e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian

tujuan  kebijakan, dampak vyang fidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra;

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata
pemerintahan, hukum, kesra dan kefja sama vyang berkaitan dengan
tugasnya.

+ Bagian Tata Pemerintahan

Tugas :

1.

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengocrdinasian
perumusan kebijakan daerah;

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah.

Fungsi:

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otcnomi daerah,

penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi
daerah;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

« Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi
pemerintahan,;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi

pemerintahan,
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menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di  bidang
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politk dalam
neger, ketentraman, ketertiban umum dan periindungan masyarakat;

memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;

menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang administrasi pemerintahan;

menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagaian Kewenangan Kepala Daerah
kepada Camat;

merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan terkait pembinaan
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan
Kelurahan;

fasilitasi dan pendampingan kegiatan percepatan Pelayanan Adminbistrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan
Kelurahan (FADU-DESK);

menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan
vang berkaitan dengan tugasnya.

¢ Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliputi:

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan,
penggabungan dan pemekaran wilayah Kabupaten, kecamatan, kelurahan dan
Desa;

melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta
nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;

melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;

menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan mediasi aduan permasalahan di
bidang pemerintahan umum;

menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memediasi
permchonan Klarifikasi adrninistrasi batas wilayah;
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merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Administrasi Kewilayahan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
administrasi kewilayahan; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan
yang berkaitan dengan fugasnya.

¢ Uraian Kelompok Jabatan Fungsional mefiput:

b.

menyusun bahan Laparan Penyetenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD),

melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Organisasi Perangkat Daerah;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

memfasilitasi pengusulan 1zin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;,
menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan
Umum;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu
pimpinan dan anggota legislatif;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Otonomi Daerah;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
otonomi daerah;

peiaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan
yang berkaitan dengan tugasnya.

+ Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tugas :

1.

melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah;
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2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi; dan

3. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat.

Fungsi:

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

b. penyiapan bahan pengkocordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

¢. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang fidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

« Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan
Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;,
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g. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga
keagamaan dan kerukunan umat beragama;

h. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kera sama antar lembaga
keagamaan dan kerukunan umat beragama;

i. menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi
kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja
sama antar lembaga keagamaan;

j.  melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di
bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga
keagamaan;

k. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat
beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan;

. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat
beragama dan aliran kepercayaan;

m. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat
beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran
kepercayaan;

n. melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi
penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat
beragama dan aliran kepercayaan;

0. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran
kepercayaan;

p. merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Bina Mental Spiritual;

gq. menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah
bidang tembaga dan kerukunan keagamaan; dan

r. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

¢ Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:
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menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di
bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian pendudukdan keluarga berencana;

menyiapkan bahan pelayanan administrast penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada
masyarakat;

menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;

menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan
transmigrasi;

melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigran;

melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigran dan daerah asal
ke transito Kabupaten, Provinsi dan lokasi transmigrasi;

menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada
Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Kesejahteraan Sosial;

menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan
bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ommas, kelompok masyarakat dan
individu atau keluarga; dan

. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
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¢ Uraian Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

a.

menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di
bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan  urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kemasyarakatan

lainnya;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Kesejahteraan Masyarakat;

menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata:
dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

« Bagian Hukum

Tugas:

1

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah;

2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan

3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan
hukum dan dokumentasi dan informasi.

Fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi:

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi:

C. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di

bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
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penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:
menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;

melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah:;

menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses penetapan Peraturan
Daerah;

menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah
melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah.

menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum
daerah;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Perundang-Undangan:

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah: dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum yang
berkaitan dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional meliput:
melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah:

melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan
hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara
hukum;

melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM);

menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);
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merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Bantuan Hukum;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara
sengketa hukum; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum yang
berkaitan dengan tugasnya.

+ Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan
peraturan perundang-undangan lainnya;

menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka
pembentukan kebijakan daerah;

melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum,
memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;

melaksanakan sosialisasi, penyulthan dan desiminasi produk hukum daerah
maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Dokumentasi Dan Informass;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi
produk hukum daerah; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum yang
berkaitan dengan tugasnya.

+ Bagian Kerja Sama

Tugas:

1.

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian
perumusan kebijakan daerah;

pengkoordinasian  pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; dan

pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri,
fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama.
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Fungsi:

a,

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama dalam negeri,
kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;

penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang kerjasama dalam negeri, keriasama luar neger dan evaluasi kerjasama;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;

penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerjasama; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

e Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kera sama
dalam negen;

melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri;

melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam
negeri;

melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah

melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri yang
dilakukan aleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota;

melaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam
negeri,

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kerja Sama yang
berkaitan dengan tugasnya.
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Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:
menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama luar
negeri;

melaksanakan pengolahan data kerja sama luar negeri;

melakukan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah luar
negeri;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah luar negeri yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota;

menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah
luar negeri;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kerja Sama yang
berkaitan dengan tugasnya.

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:
menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan
evaluasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Evaluasi Kerja Sama;

melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah dalam dan luar negeri;

melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama daerah dalam dan
luar negeri; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kerja Sama yang
berkaitan dengan tugasnya.

* Asisten Perekonomian Dan Pembangunan

Tugas :

1

membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan
daerah;

pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan
daerah dan pemantauan; dan
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3. evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Fungsi:

a. pengkcordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;

b. pengkocordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;

¢. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan
barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kkebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan,
dan sumber daya alam; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah perekonomian,

administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam
yang berkaitan dengan tugasnya.

+ Bagian Perekonomian

Tugas:

1.

melaksanakan pengkcordinasian perumusan kebijakan daerah;

2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan
evaluasi; dan

3. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil.

Fungsi:

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang

pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
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penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian,
dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

¢ Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerah;

melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik
Daerah dan dan Badan Layanan Umum Daerah;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Pembinaan BUMD dan BLUD;

melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian yang
berkaitan dengan tugasnya.

¢ Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

a.

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pengendalian dan distribusi
perekonomiarn;

menyusun bahan perumusan kebijjakan di bidang pengendalian dan distribusi
perekonomian;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan
pengendalian dan distribusi perekoncmian;
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menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan
pengendalian dan distribusi perekonomian;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian
dan distribusi perekonomian;

memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan distribusi
perekonomian; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian yang
berkaitan dengan tugasnya.

« Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

a.

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil;

menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil;

melaksanakan keordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil,

menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil,

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;

metaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan
dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

memfasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi
mikro kecii; dan

pelaksaaan fungsi laein yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian yang
berkaitan dengan tugasnya.

+ Bagian Administrasi Pembangunan

Tugas:
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melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;

2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi; dan

3. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan pregram, pengendalian
program dan evaluasi dan pelaporan.

Fungsi:

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pengkcordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang dibetikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

e Uraian Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program
pembangunan dagrah;

menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program
pembangunan daerabh;,

menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan
program pembangunan daerah,

melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota
lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program
pembangunan daerah,

melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program
pembangunan daerah;

melaksanakan  penyusunan  program  pembangunan dalam  rangka
mengembangkan akses pembangunan daerah;
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melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam
rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran
program pembangunan daerah;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Penyusunan Program;

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;,
dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

o Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliputmeliputi:

b.

menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunan;

menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan
oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program
pembangunan daerah;

menyusun pedoman, pstunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan
dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah;

melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi
tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh
pemerintah maupun swasta;

mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah
maupun swasta;

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan
program pembangunan;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Pengendalian Program;

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Pengendalian Program;
dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

o Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:
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menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;

melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan
daerah;

menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan
evaluasi program pembangunan daerah;

mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring
dan evaluasi program pembangunan daerah;

mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program
pembangunan daerah;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Evaluasi Dan Pelaporan;

menyusun hasit evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan
program pembangunan daerah; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

« Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Tugas:

1.

mejaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian
perumusan kebijakan daerah;
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan

. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang

dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa.

Fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelclaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
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e Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

a.

melaksanakan pengelclaan seluruh sistem informasi pengadaan barangfjasa
(termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan
infrastrukturnya;

melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;

memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem
informasi pengadaan barang/jasa;

melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ:

melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barangfjasa pemerintah kepada
masyarakat luas;

mengelola informasi kontrak;
mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Pengadaan Barang
Dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

o Uraian Tugas Kelompok Jahatan Fungsional meliputi:

a.

melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barangfjasa pemerintah,
terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personei UKPBJ;

melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barangfjasa;
membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;

melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat k_ematangan UKPBJ;
melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;

mengelola personil UKPBJ;

melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;

memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
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melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa
pemerintah;

melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses
pengadaan barangfjasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi,
kabupaten/kota, dan desa;

melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan
seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP,
SPSE, e-katalog, e-monev, S1KaP;

melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang
Dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

¢ Bagian Sumber Daya Alam

Tugas:

1.
2.
3.

melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah;
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya
alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.

Fungi:

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perkanan, sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;

penyiapan bahan pengkcordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber
daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi
dan air;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam
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pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan
dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air,

Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan memfasilitasi permasalahan bidang
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
dan

pelaksaaan fungsi lain yang dibernkan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

« Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

a.

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan;

menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan;

melaksanakan keordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum
kegiatan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya
alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

memfasilitasi, menginventarisasi dan pembinaan permasalahan di bidang sumber
daya alam pertanian, kehutanan, kefautan dan perikanan; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam
yang berkaitan dengan tugasnya.

« Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

a.

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidugp;

menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;
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melaksanakan koordinast dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;

menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum
kegiatan sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Sumber Daya Alam Pertambangan Dan Lingkungan Hidup;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup;

memfasilitasi, menginventarisasi dan pembinaan permasalahan di bidang sumber
daya alam pertambangan dan lingkungan hidup; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam
yang berkaitan dengan tugasnya.

* Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

a,

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam energi dan
air;

menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam energi dan
air;
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan

sumber daya alam energi dan air;

menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum
kegiatan sumber daya alam energi dan air,

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Sumber Daya Alam Energi Dan Air;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya
alam energi dan air;

memfasilitasi, menginventarisasi dan pembinaan permasalahan di bidang sumber
daya alam energi dan air; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam
vang berkaitan dengan tugasnya.
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« Agsisten Administrasi Umum

Tugas:

1. membantu Sekretans Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah;

2. pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
dan

3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan;

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi,
protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;,

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang

organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

« Bagian Umum
Tugas:

1.

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga.

Fungsi:

a.

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli
dan kepegawaian, pertengkapan dan rumah tangga;

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, periengkapan dan rumah tangga; dan
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melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan
pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Sekretariat daerah
serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;

melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan
pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Rumah Dinas
Sekretariat daerah;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Rumah Tangga; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan cleh Kepala Bagian Umum yang
berkaitan dengan tugasnya.

+ Bagian Organisasi

Tugas:

1.

2.

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian
perumusan kebijakan daerah;

pengkoeordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Fungsi:

a.

penylapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata {aksana serta kinerja dan reformasi
birckrasi;

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijjakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta
kinerja dan reformasi birokrasi;

penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana
serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

penyiapan bghan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan iata laksana
serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
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petaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang
berkaitan dengan tugasnya.

¢ Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsicnal meliput:

a.

b.

menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK),

menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi
Perangkat Daerah;

menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Dagrah dan unit pelaksana
teknis daerah;

menyusun Standar Kompetensi Jabatan {SKJ);
menyusun analisis jabatan, analisis beban ketja, dan evaluasi jabatan,

menyusun Kkajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat
Daerah;

menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi yang
berkaitan dengan tugasnya.

e Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja,
prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;

menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan
dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah;

melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik ;

menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;

menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
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melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Pelayanan Publik Dan Tata Laksana; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi yang
berkaitan dengan tugasnya.

« Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

a.

b.

menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokras;
menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Kabupaten;
menyusun road map reformasi birokrasi,

melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP);

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan
Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi yang
berkaitan dengan tugasnya.

o Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Tugas:

1.

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang protokol, komunikasi pimipinan, dan dokumentasi.

Fungsi:

a.

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan,
dan dokumentasi;

penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang protokel, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan



d.
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pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang
berkaitan dengan tugasnya.

"« Uraian Tugas Kepala Subbagian Protckol meliputi :

a.

melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah

daerah;
menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan,;

menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepatla Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Protokol; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protckol Dan
Komunikasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

» Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional meliput:

a.

menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara
pimpinan daerah;

memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi
tertentu;

memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan
kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;

menghimpun dan mengolah informasi sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat Pimpinan;
menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan Pimpinan;

menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;



d. menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat daerah,;

e. merencanakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah
urusan Pelaporan,;

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan Dan
Keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

o Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan
keterampilan masing-masing jabatan fungsionat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan
keterampilannya sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Deangan diberlakukannya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.
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BAB il
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada
atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah

harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,
antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan
masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Visi Kahupaten Kutai Kartanegara 2021-2026
“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia®
Sejahtera adalah Kondisi Masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-
hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan
berkesinambungan
Berbahagia adalah kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup
dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong
berlandaskan imun dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,

sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi
sebagai berikut:
1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul

Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi

Kreatif;

Meningkatkan Kualitas Layanan infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah,
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan
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2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan

dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Misi ke
satu pada RPJMD yaitu “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efesien dan
Melayani” Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi.
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengekoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah,
penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengekoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah,
penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengekoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah,
penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya

alam
Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
a5 | i ~ Visi: ¥ _
“*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia®
Misiyang | Tuiuan | ; Sasaran |
Relevan | Uraian  [mndkatorKineria | Uraian | Indikator Kineria
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Meningkatnya
kualitas
pengkeordinasian
pelaksanaan
tugas perangkat
daerah,
penyusunan,

Indeks kualitas
kebijakan daerah

Meningkatnya | Indeks kualitas | pemantauan dan | bidang umum,
g’iﬂmﬁﬁg tgz:i.gsan ?eab':%:ge" evaluasi organisasi, protokol
Barsih, Efektif, koo rjdin as:i dan koorjdinas'i dan pelaksanaan dan komunikasi
Efisien Dan pelayanan pelayanan kebijakan daerah | pimpinan dan
Melayani administratif | administrasi bidang umum, | perencanaan dan

arganisasi, keuangan

protokol dan

komunikasi

pimpinan dan

perencanaan dan

keuangan
Efektifitas koordinasi
bidang umum,

organisasi, protakol
dan komunikasi
pimpinan dan
perencanaan dan
keuangan

Indeks kualitas
pelayanan
administrasi bidang
umum, organisasi,
protokol dan
komunikasi pimpinan
dan perencanaan
dan keuangan

Perseniase
Perangkat Daerah
yang mendapatkan
nilai LKjIP pada sub
komponen
pelaporan Kinerja
pada bobot nilai
lebih dari atau sama
dengan 10%
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Meningkatnya

kualitas

pengkoordinasian

pelaksanaan

tugas perangkat

daerah, Indeks kuaiitas

penyusunan, kebijakan daerah

pemantguan dan bidang tata

evaluasi pemerintahan,

peia“ksanaan kesejahteraan

kebijakan daerah | oot hukum dan

bidang tata kerjasama

pemerintahan,

kesejahteraan

rakyat, hukum

dan kerjasama
Efektifitas koordinasi
bidang tata
pemerintahan,
kesejahteraan
rakyat, hukum dan
kerjasama

Indeks kualitas
pelayanan
administrasi bidang
tata pemerintahan,
kesejahteraan
rakyat, hukum dan
kerjasama

Nitai LPPD
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Meningkatnya
kualitas
pengkoordinasian
pelaksanaan
tugas perangkat
daerah,
penyusunan,
pemantauan dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan daerah
bidang
perekonomian,
administrasi
pembangunan,
pengadaan
barang dan jasa
dan sumber daya
alam

Indeks kualitas
kebijakan daerah
bidang
perekonomian,
administrasi
pembangunan,
pengadaan barang |
dan jasa dan sumber
daya alam

Efektifitas koordinasi
bidang
perekonomian,
administrasi
pembangunan,
pengadaan barang
dan jasa dan sumber
daya alam

Indeks kualitas
pelayanan
administrasi bidang
perekonomian, i
administrasi
pembangunan,
pengadaan barang
dan jasa dan sumber
daya alam

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen LPPD.



Peningkatan Penataan Daerah.

e BN

2.1.4 Arah Kebijakan

Peningkatan Pelayanan Hukum Daerah.

Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.
Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Penataan Kelembagaan Tepat Fungsi dan Struktur.
Peningkatan Kualitas Tata Laksana Pelayanan Publik.
Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Umum.
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Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan

perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar

lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Sekretariat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi

pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Strategi dan Arah Kebijakan

No. ‘Strategi

Arah Kebijakan

Peningkatan KualitasPenyusunan
Dokumen LPPD

Peningkatan Pembinaan Penyusunan
Dokumen LPPD untuk Tim Penyusun dan Tim
Evaluasi

2. Peningkatan Penataan Daerah

Peningkatan Penetapan Tapal Batas Wilayah
Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan

Optimalisasi Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan

Miningkatkan Fasilitasi Penyusunan
Pedomanan Pelaksanaan APBD
Miningkatkan Kualitas Pengendalian
Pelaksanaan Fisik Kegiatan
Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja
Pembangunan Berbasis Online

Peningkatan Penataan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah

Peningkatan Koordinasi antar Perangkat
Daerah

Mengoptimalisasi Fasilitasi Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
dengan DPRD

Peningkatan Pelayanan Hukum
Daerah

Optimalisasi Layanan Konsultasi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa Hukum

Meningkatkan Implementasi Rencana Aksi
Nasional Ka Asasi Manusia

Meningkatkan Pembinaan Sadar Hukum untuk
ASN dan Masyarakat

Peningkatan Penyebaran Informasi Produk
Hukum Daearah

Penataan Kelembagaan Tepat
Fungsi dan Struktur

Audit Kelembagaan

7 Peningkatan Kualitas Tata
' Laksana Pelayanan Publik

Pengendalian Pelaksanaan Standar
Pelayanan dan SOP




Peningkatan Kualitas Layanan

| ) Administrasi Umum

Peningkatan Layanan sesuai dengan Standar
Pelayanan dan SOP

2.1.5 Program
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Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran trategis pada tahun

2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis.

____Indikator Kinerja

Meningkatnya
kualitas
pengkoordinasian
pelaksanaan
tugas perangkat
daerah,
penyusunan,
pemantauan dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan daerah
bidang umum,
organisasi,
protokol dan
komunikasi
pimpinan dan
perencanaan dan
keuangan

Indeks kualitas kebijakan
daerah bidang umum,
organisasi, protokol dan
komunikasi pimpinan dan
perencanaan dan
keuangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Efektifitas koordinasi
bidang umum, organisasi,
protokol dan komunikasi
pimpinan dan perencanaan
dan keuangan

Indeks kualitas pelayanan
administrasi bidang umum,
organisasi, protokol dan
komunikasi pimpinan dan
perencanaan dan
keuangan

Persentase Perangkat
Daerah yang mendapatkan
nilai LK|jIP pada sub
komponen pelaporan
kinerja pada bobot nilai
lebih dari atau sama
dengan 10%




Meningkatnya

kualitas

pengkoordinasian

pelaksanaan tugas

perangkat daerah, | indeks kuafitas kebijakan

penyusunan, daerah bidang tata

232?32;?"3" dan | semerintahan, PROGRAM PEMERINTAHAN DAN

pelakeanaan kesejahteraan rakyat, KESEJAHTERAAN RAKYAT

kebijakan daerah hukum dan kerjasama

bidang tata

pemerintahan,

kesejahteraan

rakyat, hukum dan

kerjasama
Efektifitas koordinasi
bidang tata pemerintahan,
kesejahteraan rakyat,
hukum dan kerjasama
Indeks kualitas pelayanan
administrasi bidang tata
pemerintahan,
kesejahteraan rakyat,
hukum dan kerjasama
Nilai LPPD

Meningkathya

kualitas

pengkoordinasian

pelaksanaan tugas

perangkat daerah,

penyusunan,

pemantauan dan
evaluasi

Indeks kualitas kebijakan
daerah bidang

pelaksanaan perekonomian, administrasi | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
kebijakan daerah | ,omhangunan, pengadaan | PEMBANGUNAN
bidang . barang dan jasa dan
pere'kc‘moml.an, sumber daya alam
adrinistrasi
pembangunan,
pengadaan barang
dan jasa dan
sumber daya alam
Efektifitas koordinasi

bidang perekonomian,
administrasi pembangunan,
pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam

Indeks kualitas pelayanan
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perekonomian,adm
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inistrasi Efektifitas koordinasi
pembangunan, y Jumlah
pengadaan barang | bidang perekonomian, Nilai yang
dan jasa dan administrasi dikeluarkan
sumber daya alam | pembangunan, oleh Tim
pengadaan barang dan - Penilai
jasa dan sumber daya Nilai 68,5
alam
Indeks kualitas
pelayanan
- . ¥ Jumlah
administrasi bidang Nilat yang
perekonomian, Rt 80 dikeluarkan
administrasi oleh Ti{ﬂ
pembangunan, Penilai
pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya
alam
Meningkat Tistriusn Y Jumlah
e Administrasi Te.muan Yang
Tmnsparan BPK/Inspektorat Jumlah 29 dlkeluar'kan
si dan i oleh Tim
— Yang di Tindak ;
Akuntabilit Laniuti Pemeriksa
e anjuti
as Kinerja
Perangkat
Daera?l. Jumlah Aset Y Jumlah
Kendaraan yang di Aset
tertibkan dikeluarkan
Jumiah 173 alsliFim
Penertiban
Persentase Y Jumlah
Identifikasi, Aset
Inventarisasi Aset dikeluarkan
Dalam Penelusuran oleh Tim
Persen 100 Penertiban
Pengamanan Bidang Y Jumlah
Tanah Aset
Jumlah 108 dikeluarkan
oleh Tim

Penertiban
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Persentase ketepatan
waktu dan
kesesuaian Input
Rencana Umum
Pengadaan Pada
Aplikasi SiRUP

: ; > Jumlah
Penandatanganan Persen 100 Alpilaksi
Perjanjian Kinerja SIRUP
Tahun
2022 dan Maksimal 14
hari Kerja setelah
kesepakatan RAPBD
Tahun 2022)
Tingkat Kepatuhan
Jumlah
serta Kelengkapan Persen 100 Kze patuhan
LHKPN Pertanggal 31 LHKPN
Maret 2022
Tingkat Kepatuhan > Jumlah
Kepatuhan
LHKASN Pertanggal LHKASN
31 Persen 100
Maret 2022
Baik (B) Y Jumlah
Predikat Tata Kelola ‘ Nilai yang
Arsip Predikat dikeluarkan
oleh Tim
Perangkat Daerah B;g;)' Penilai
Meningkatnya 2 Jumlah
Pemenuhan Persentase
Ketersediaan Data Keterisian
dan Informasi Data di
Pembangunan Aplikasi Satu
berdasarkan ;?rsgplasg - Data Kukar
Fungsi Perangkat RIaRMAn el Persen 100

Daerah

Aplikasi Satu Data
Kukar




Membuat inovasi ¥ Jumiah
dan/atau Inovasi yang
diutamakan dalam dibuat
bidang oleh Tim
penanggulangan Inovasi
kemiskinan sesuai

dengan fungsi Jumlah Jumlah 1

perangkat daerah. Inovasi

Terealisasin Y Jumlah
ya Output Capaian
Kegiatan Output
Tanpa Capaian Output Persen 100 Kegiatan
Menimbulka Kegiatan

n Potensi

Utang

| Indeks kualitas kebijakan

daerah bidang umum,

pimpinan dan perencanaan dan
keuangan

organisasi, protokol dan komunikasi

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2022

Nilai

NA

88

88.14

Efektifitas koordinasi bidang umum,
o | organisasi, protokol dan komunikasi

pimpinan, perencanaan dan keuangan

Nilai

NA

70

dan keuangan

Indeks kualitas pelayanan administrasi
bidang umum, organisasi, protokol dan
3 | komunikasi pimpinan dan perencanaan

Nilai

91

91.45




1 lnd alitas jaan

daerah bidang tata

pemerintahan, kesejahteraan
rakyat, hukum dan kerjasama

Nilai

NA

94

94
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Efektifitas koordinasi bidang tata
pemerintahan, kesejahteraan rakyat,
hukum dan kerjasama

Nilai

NA

78

79.667

Indeks kualitas pelayanan

administrasi bidang tata pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, hukum dan
kerjasama

Nilai

NA

87

87

Indeks kualitas kebijakan

daerah bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan jasa dan sumber daya alam

Nilai

84.7

86.63

Efektifitas koordinasi

bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam

Nilai

NA

68.5

74.5

Indeks kualitas pelayanan

administrasi bidang

perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam

Nilai

NA

80

87.04

10

Temuan Administrasi
BPK/Inspektorat Yang di Tindak
Lanjuti

Jumlah

NA

22

33

11

Jumlah Aset Kendaraan yang di
tertibkan

Jumlah

NA

173

68

12

Persentase Identifikasi, Inventarisasi
Aset Dalam Penelusuran

Persen

NA

108




' Pengamanan Bidang Tanah

Jumlah

NA

100

100
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14

Persentase ketepatan waktu dan
kesesuaian Input Rencana Umum
Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP
(Maksimal 7 Hari Kerja setelah
Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Tahun

2022 dan Maksimal 14 hari Kerja
setelah kesepakatan RAPBD Tahun
2022)

Persen

100

100

15

Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan
LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022

Persen

NA

100

100

16

Tingkat Kepatuhan
LHKASN Pertanggal 31

Maret 2022

Persen

NA

100

100

17

Predikat Tata Kelola Arsip

Perangkat Daerah

Predikat

NA

B(60-
70)

52.71

18

Persentase Keterisian Data di Aplikasi
Satu Data Kukar

Persen

NA

100

100

19

Jumlah Inovasi

Jumlah

NA

20

Capaian Output Kegiatan

Persen

NA

100

100
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi
organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan
dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas
dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan
dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Capaian Kinerja
Kerangka pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:
239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai
berikut:
a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan

rumus

¢ . Realisasi 100%
apaian = Target x ()

b. Tingkat Realisasi Negatif
Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka

digunakan rumus :

Target — (Realisasi — Target) A

00
Target Ve

Capaian =
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Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja
sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum
pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja
ntervalNilai | Kriteria Penilaian
91% < 100% BB Sangat Tinggi
76% < 90% Tinggi
66% < 75% Sedang
51% = 65% Rendah

< 50% Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Rata-rata realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun
2021 sebesar 91.29.%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam
kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI / FINGGI / SEDANG /| RENDAH / SANGAT
RENDAH. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Goserat | IndikatorKinerja |  Satuan | Target | Realisasi | (ePel! | FTIST
Meningkatnya | Indeks kualitas
kualitas kebijakan
Pengkoordinas | daerah bidang
ian umum,
pelaksanaan | organisasi, Nilai 88 88 14 100.16 Sangat
Tinggi
tugas protokol dan
perangkat komunikasi
daerah, pimpinan dan
penyusunan, perencanaan dan
pemantauan keuangan
dan
Efektifitas
evaluasi koordinasi bidang
pelaksanaan umum, organisasi, Nilai 70 Sangat
kebijakan protokol dan &N Tt Tinggi
daerah komunikasi
bidang pimpinan,
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Strategis M S | Penilaian
umum,organi perencanaan dan
sasi, protokol keuangan
dan
komun|kas| Indeks kua“tas
pimpinan dan | Pelayanan
perencanaan administrasi
dan bidang umum,
keuangan organisasi, s 100.49
protokol dan N 91 91.45 i?:g;t
komunikasi
pimpinan dan
perencanaan dan
keuangan
Meningkatnya | Indeks kualitas
kualitas kebijakan
Pengkoordinas | daerah
ian bidang tata
pelaksanaa pemerintahan Nilai 94 94 100 Sangat
n tugas " Tinggi
perangkat kesejahteraa
daerah, n rakyat,
penyusunan hukum dan
pemantauan kerjasama
dan
evaluasi Efektifitas
pelaksanaa koordinasi
n kebijakan bidang tata
daerah .
bidang tata PREHEHAR e L
pemerintaha | » _ Nilai 78 79,667 102.14 %_?Sgait
n, kesejahteraan 99
kesejahtera rakyat,
AR K, hukum dan
hukum dan -
kerjasama kerjasama
Indeks kualitas
pelayanan
administrasi
bidang tata Sangat
emerintahan, 8t 100 Tinggi
p
kesejahteraan Nilai 87
rakyat, hukum dan
kerjasama

Meningkatnya
kualitas

Indeks kualitas
kebijakan

Sangat




63

Strategis | 'Mdikator Kinerja | Penilaian
pengkoordina | daerah bidang Tinggi
sian perekonomian,
pelaksanaan administrasi
tugas pembangunan,
perangkat pengadaan barang -
daerah, dan jasa dan Nilgi 84,7
penyusunan,p
emantauan sumber daya alam
danevaluasi -
pelaksanaan | Efektifitas
kebijakan koordinasi
daerah bidang bidang
perekonomian perekonomian,

-administrasi administrasi
pembangunan | ompnangunan,
. pengadaan | hengagaan barang T
barang dan dan jasa dan 74.5
jasa dan sumber daya alam
sumber daya
alam 68,5
Nilai
Sangat
Tinggi
Indeks kualitas
pelayanan
administrasi
bidang
peteliononia, Nilai 80 87.04 | 108.80 STE}Irr:gggait
administrasi
pembangunan,
pengadaan barang
dan jasa dan
sumber daya alam
Meningkatnya | Temuan
Transparansi Administrasi 11379
dan BPK/Inspektorat 33 ' Sz_mga_t
Akuntabilitas | Yang di Tindak Tt 29 Tinggi
Kinerja Lanjuti
Perangkat
Daerah. Jumlah Aset 68 39.31 Rendah

Kendaraan yang
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P | pafe e I =t ol
Satuan | T | <l
= e v S 28 | AR o o VT i

Kriteri

_ Penilaian

ditertibkan

Jumiah

173

Persentase
|dentifikasi,
Inventarisasi Aset
Dalam
Penelusuran

Persen

100

8.00

rendah

Pengamanan
Bidang Tanah

Jumlah

108

100

82.58

Sangat
Tinggi

Persentase
ketepatan waktu
dan kesesuaian
Input Rencana
Umum
Pengadaan Pada
Aplikasi SIRUP
(Maksimal 7 Hari
Kerja setelah
Penandatangana
n Perjanjian
Kinerja Tahun

2022 dan
Maksimal 14 hari
Kerja setelah
kesepakatan
RAPBD Tahun
2022)

Persen

100

100

100

Sangat
Tinggi

Tingkat
Kepatuhan serta
Kelengkapan
LHKPN
Pertanggal 31
Maret 2022

Persen

100

100

100

Sangat
Tingagi

Tingkat
Kepatuhan

LHKASN
Pertanggal 31

Maret 2022

Persen

100

100

100

Sangat
Tinggi

Predikat Tata
Kelola Arsip

Perangkat Daerah

Predikat

B (60-
70)

52.71

87.85

Tinggi
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Sasaran

Strategis

| Indikator Kinerja

2 -Saﬁtatl- -

Target

Realisasi | Gapaian

Kinerja

Kriteri

~ Penilaian

Meningkatnya
Pemenuhan
Ketersediaan
Data dan
Informasi
Pembangunan
berdasarkan
Fungsi
Perangkat
Daerah

Persentase
Keterisian Data di
Aplikasi Satu Data
Kukar

Persen

100

100

100

Sangat
Tinggi

Membuat
inovasi
dan/atau
diutamakan
dalam bidang
penanggulang
an kemiskinan
sesuai dengan
fungsi
perangkat
daerah.

Jumlah Inovasi

Jumlah

200

Sangat
Tinggi

Terealisasinya
Qutput
Kegiatan
Tanpa
Menimbulkan
Potensi Utang

Capaian Output
Kegiatan

Persen

100

100

100

Sangat
Tinggi

Rata-rata

99.29

Sangat
Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1" tahun 2022 sebesar 88 dan realisasinya 88.14

capaian kinerja sebesar 100.16% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas

Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2022

2) Indikator Kinerja ke-2
Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2" tahun 2022 sebesar 70 dan realisasinya 85,1

capaian kinerja sebesar 121.57% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas

Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2022




66

3) Indikator Kinerja ke-3
Target kinerja “indikator Kinerja ke-3" tahun 2022 sebesar 81 dan realisasinya 91,45
capaian kinerja sebesar 100,49% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas

Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2022

4) Indikator Kinerja ke-4
Target kinerja “Indikator Kinerja ke-4" tahun 2022 sebesar 94 dan realisasinya 94 capaian
kinerja sebesar 100% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas Kutai
Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2022

§) Indikator Kinerja ke-5
Target kinerja “Indikator Kinerja ke-5" tahun 2022 sebesar 78 dan realisasinya 79,67
capaian kinerja sebesar 102,14% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas
Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2022.

6) Indikator Kinerja ke-6
Target kinerja “Indikator Kinerja ke-8" tahun 2022 sebesar 87 dan realisasinya 87 capaian
kinerja sebesar 100% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas Kutai
Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2022

7) Indikator Kinerja ke-7
Target kinerja “Indikator Kinerja ke-7” tahun 2022 sebesar 84,7 dan realisasinya 86,63
capaian kinerja sebesar 102,28% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas

Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2022

8) Indikator Kinerja ke-8
Target kinerja “Indikator Kinerja ke-8" tahun 2022 sebesar 68,5 dan realisasinya 74,5
capaian kinerja sebesar 108,76% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas

Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2022.

9) Indikator Kinerja ke-9
Target kinerja “Indikator Kinerja ke-3" tahun 2022 sebesar 80 dan realisasinya 87.04

capaian kinerja sebesar 108,80% sumber data dari Hasil Tim Penilai LPPM Universitas
Kutai Kartanegara Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegar Tahun 2022

10) Indikator Kinerja ke-10
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inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tidak tercapai target. Kendala
yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurang pemahaman ASN terhadap
LHKASN solusirekomendasinya adalah periu sosialiasi terhadap ASN di lingkungan
Sekretariat Daerah.

17)  Indikator Kinerja ke-18
Target kinerja “Indikator Kinerja ke-18" tahun 2022 sebesar B (60-70) dan realisasinya
100 capaian kinerja sebesar 87,85% sumber data Hasil Penilaian Tim Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara Target kinerja tidak tercapai target. Kendala
yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurang pemahaman tentang
penataan Kearsipan solusilrekomendasinya adalah perfunya pelatihan untuk pengelcla
kearsipan di lingkungan sekretariat Daerah.

18) Indikator Kinerja ke-19
Target kinerja “Indikator Kinerja ke-19" tahun 2022 sebesar 100 dan realisasinya 100
capaian kinerja sebesar 100% sumber data Hasil dari Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

19) . Indikator Kinerja ke-20
Target kinerja “Indikator Kinerja ke-20" tahun 2022 sebesar 1 dan realisasinya 2 capaian
kinerja sebesar 200% sumber data Hasil dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai target

20) . Indikator Kinerja ke-21
Target kinerja “Indikator Kinerja ke-20" tahun 2022 sebesar 100 dan realisasinya 100
capaian kinerja sebesar 200% sumber data Hasil dan Bagian Perencanaan dan
Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Target kinerja tercapai
target

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 99.29%. Sedangkan realisasi kinerja tahun
sebelumnya (tahun 2021) sebesar 91.29%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 8%. Adapun
perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum
dalam tabel di bawah ini :

Tahel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya
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koordina
si

Meningka | Indeks
tnya kualitas
kualitas kebijaka
n
Pengkoor
dinasian daerah
bidang
pelaksa umum,
naan
tugas organis
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daerah, dan
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bidang
umum,
organisa
si,
protokol
dan
komunik
asi
pimpina
n,
perenca
naan
dan
keuanga
n
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Indeks
kualitas
pelayan
an
administ
rasi
bidang
umum,
organisa
Si,
protokol
dan
komunik
asi
pimpina
ndan
perenca
naan
dan
keuanga
n

Nilai

NA

NA

NA

91

91.45

100.49

Meningkat

nya
kualitas

Pengkoor

Indek
s
kualit
as

Nil
ai

NA

NA

94

100




dinasian

| kebija

71

kan
pelaksa
naan d
tugas a
perang e
kat r
daerah, a
penyus h
unan b
pemant i
auan
dan d
evaluas 9
i n
pelaksa | 9
naan t
kebijak a
an t
daerah a
bidang
tata pe
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Efektifita
" Nilai NA | Na NA 78 | 79.667

koordina
si
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bidang
tata
pemerint
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rakyat,
hukum
dan
kerjasa
ma
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Indeks
kualitas
pelayan
an

administ
rasi
bidang
tata
pemerin
tahan,
kesejaht
eraan
rakyat,
hukum
dan
kerjasa
ma

Nilai

NA

NA

87

87

100

Meningkat
nya
kualitas

pengkoor
dinasian
pelaksan
aan
tugas
perangka
t daerah,
penyusu

Indeks
kualitas
kebijaka
n

daerah
bidang
perekon
omian,
administr
asi
pemban

Nil
ai

NA

NA

NA

847

86.63

102.28
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daya

nan,pem | gunan,

antauan pengada

danevalu | an

asi barang

pelaksan | dan jasa

aan dan

kebijakan

daerah sumber

bidang daya

perekono | alam

mian,ad

ministrasi

pembang

unan,

pengada

an

barang

dan jasa

dan

sumber

daya

alam
Efektifita
s
koordina
si
bidang
perekon
omian,
administr
asi
pemban | Nilai | NA NA | NA 68,5 74.5
gunan, 108.76
pengada
an
barang
dan jasa
dan
sumber




alam
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Indeks
kualitas
pelayana
n

administ
rasi
bidang

perekon
amian,
administr
asi
pemban
gunan,
pengada
an
barang
dan jasa
dan
sumber
daya
alam

Nilai

NA

NA

NA

80

87.04

108.80

Meningka
tnya
Transpara
nsi dan
Akuntabili
tas
Kinerja
Perangkat
Daerah.

Temuan
Administ
rasi
BPK/Ins
pektorat
Yang di
Tindak
Lanjuti

Jumla

32

23

71.88

29

113.79

Jumlah
Aset

NA

NA

NA

173

68




Kendara
an yang
di
tertibkan

Jumla

39.31

75

Persent
ase
Identifik
asi,
Inventari
sasi
Aset
Dalam
Penelus
uran

Persen

NA

NA

100

8.00

Pengam
anan
Bidang
Tanah

Jumla

108

100

92.59

Persent
ase
ketepat
an
waktu
dan
kesesu
aian
Input
Renca
na
Umum
Penga
daan
Pada

Aplikas
i

SiRUP
(Maksi
mal 7
Hari
Kerja
setelah

Persen

100

100

100

100

100

100




Penan
datang
anan
Perjanji
an
Kinerja
Tahun

2022
dan
Maksim
al 14
hari
Kerja
setelah
kesepak
atan
RAPBD
Tahun
2022)

76

Tingkat
Kepatuh
an serta
Kelengk
apan
LHKPN
Pertang
gal 31
Maret
2022

Persen

100

100

100

100

100

100

Tingkat
Kepatuh
an

LHKAS
N
Pertang
gal 31

Maret

Persen

100

8717

87,17

100

100

100
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Predikat
Tata
Kelola | predik | B (60- 7511 | BI(EO-
Arsip at 70) 52.58 ' 70) 82.71 87.85
Perangk
at
Daerah
Meningka
tnya
Pemenuh
an
Ketersedi
aan Data Persent
i ase
Informasi | Keterisia | Persen | - NA 1\ Na | 100 100 100
Pembang n.Data
unan di
Biickasaric Aplikasi
an Fungsi Satu
Perangkat Data
Dasiah Kukar
Membuat
inovasi
dan/atau
diutamak
an dalam
bidang
penanggu | Jumlah | Jumia NA 4
langan Inovasi | h NA NA 2 200
kemiskina
n sesuai
dengan
fungsi
perangkat

daerah.
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Terealisas | Capaian
inya Output
Qutput Kegiata
Kegiatan | n Persen
Tanpa
Menimbul
kan
Potensi
Utang

NA

NA

100

100

100

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka

Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

| Indeks kualitas kebijakan

daerah bidang umum,

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka
Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

organisasi, protokol dan komunikasi

88
organisasi, protokol dan komunikasi 88.14 100.16
pimpinan dan perencanaan dan
keuangan
Efektifitas koordinasi bidang umum, 70 85.1 121 57




pimpinan, perencanaan dan keuangan

Indeks kualitas pelayanan administrasi
bidang umum, organisasi, protokol dan
komunikasi pimpinan dan
perencanaan dan keuangan

9N

91.45

100.49

Indeks kualitas kebijakan

daerah bidang tata

pemerintahan, kesejahteraan
rakyat, hukum dan kerjasama

94

94

100

Efektifitas koordinasi bidang tata
pemerintahan, kesejahteraan rakyat,
hukum dan kerjasama

78

79.667

102.14

Indeks kualitas pelayanan

administrasi bidang tata pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, hukum dan
kerjasama

87

87

100

Indeks kualitas kebijakan

daerah bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan jasa dan

sumber daya alam

847

86.63

102.28

Efektifitas koordinasi

bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam

68,5

74.5

108.76

79



Indeks kualitas pelayanan

administrasi bidang

perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam

87.04

108.80

Temuan Administrasi BPK/Inspektorat
Yang di Tindak Lanjuti

33

113.79

Jumlah Aset Kendaraan yang di
tertibkan

173

68

39.31

Persentase Identifikasi, Inventarisasi
Aset Dalam Penelusuran

100

8.00

Pengamanan Bidang Tanah

108

100

92.59

Persentase ketepatan waktu dan
kesesuaian Input Rencana Umum
Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP
(Maksimal 7 Hari Kerja setelah
Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Tahun

2022 dan Maksimal 14 hari Kerja
setelah kesepakatan RAPBD Tahun
2022)

100

100

100

Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan
LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022

100

100

100

Tingkat Kepatuhan

LHKASN Pertanggal 31

100

100

100

80
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Maret 2022
Predikat Tata Kelola Arsip =

B{SLR0) 5271 87.85
Perangkat Daerah

190 100 100
Persentase Keterisian Data di Aplikasi
Satu Data Kukar
1 2 200

Jumlah Inovasi
Capaian Output Kegiatan 100 100 100

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100%

atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja
dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber
daya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

 Meningk |
atnya

Indeks

kualitas

rora

Penunjang




kualitas | kebijakan Urusan
Pemerinta
Pengko | daerah Dhan "
P : aera
ordinasi | bidang Kabupaten
an umum, /Kota
pelaks organisas
anaan i, profokol
tugas dan
perang komunika
kat S
daerah pimpinan
) dan
panyu perencan
sunan, aan dan
peman keuangan
favan
dan
evalua
si
pelaksa
naan
kebijak
an
daerah
bidang
urmum,
organis
asi,
protoko
| dan
komuni
kasi
pimpin
an dan
parenc
anaan
dan
keuang
an
Efektifitas
koordinasi
bidang
umunm,
organisasi
, protokol 121.57 89.60 31.97
dan
komunika
si
pimpinan,

perencan

82



aan dan
keuangan
Indeks
kualitas
pelayana
n
administr
asi bidang
umum,
| 10040
! 89,60 10.89
dan
komunika
si
pimpinan
dan
perencan
aan dan
keuangan
Meningk | Indeks
atnya kualitas
kualitas | kebijak
an
Pangkoo
rdinasia | da
n er
ah
pelak bid
sanaa an
n
tugas 9
peran t:t
ghat Program
zaera pem Pemerinta
’ erint h dan
penyu ahan 100 Kesejahter 84.99 15.01
sunan aan
pema i‘ es Gj Rakyat
ntaua ahter
n dan aan
evalu rakya
asi t,
pelak huku
sana m
an dan
kebija kerja
kan sama
daera
h
bidan

g tata
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pemea
rintah
an,
kesej
ahter
aan
rakyat
huku
m
dan
kerjas
ama
Efektifitas
koordinasi
bidang
tata
pemerinta
han, 102.14
kesejahte 84.99 1715
raan
rakyat,
hukum
dan
kerjasama
Indeks
kualitas
pelayana
n
administr
asi
bidang
tata
pemerinta 100 84,99 15.01
han,
kessjahte
raan
rakyat,
hukum
dan
kerjasam
a
Meningk | Indeks
atnya kualitas 102.28 Program
kualitas | kebijakan Perekono
mian dan 86.09 16.19
pengko | deerah Pembangu
ordinasi | bidang nan
an perekono
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pelaksa | mian,

naan administra

tugas si

perang | pembangu

kat nan,

daerzh, | pengadaa

penyus | nbarang

unan,p | danjasa

emanta | dan

uan

daneval { sumber

uasi daya alam

pelaksa

naan

kebijak

an

daerah

bidang

pereko

nomian,

adminis

trasi

pemba

ngunan

pengad

aan

barang

dan

jasa

dan

sumber

daya

alam
Efektifitas
koordinasi
bidang 108.76
perekono
mian,
administra
si
pernbangu 86.09 22.67
nan,
pengadaa
n barang
dan jasa
dan
sumber

daya alam

85
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Indeks
kualitas
pelayanan

administra
si bidang

perekono
mian, - 108.80
administra
Si
pembangu
nan,
pengadaa
n barang
dan jasa
dan
sumber
daya alam

86.09 22,1

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan

program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah

sebagai berikut :
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
tahun 2022 yaitu Persentase Aset yang dimanfaatkan dilingkungan Sekretariat
Daerah dengan target sebesar 78% dan realisasinya. 100%. Target kinerja tercapai
indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
tahun 2022 yaitu Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A
dengan target sebesar 60% dan realisasinya. 73%. Target kinerja tercapai.

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
tahun 2022 vyaitu Persentase pelaksanaan fasiliiasi kegiatan Kepala
Daerah/Pimpinan dengan target sebesar 87% dan realisasinya 100.%. Target
kinerja tercapai.

Indikator kinefja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
tahun 2022 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 77 dan
realisasinya. 69 Target kinefja tidak tercapaiftercapai/melebihi target. Kendala yang
dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurang pemahaman dalam
penyusunan SAKIP .
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2) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2022
yaitu Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindakianjuti dengan target
sebesar 100 dan realisasinya. 95%. Target kinerja tidak tercapai target. Kendala
yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangannya pemahaman
dalam penysusunan kebijakan tata Pemerintahan.

Indikator kinerja Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2022
yaitu Mempresentasikan Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan
dengan target sebesar 100 dan realisasinya. 75%. Target kinerja tidak tercapai
target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangannya
pemahaman dalam Rumusan kebijakan bidang Kesra.

Indikator kinerja Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2022
yaitu Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP dengan target sebesar
100 dan realisasinya. 100%. Target kinerja tercapai target.

Indikator kinerja Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2022
vaitu Berikan Kerjasama yang di tindak lanjuti dengan target sebesar 80 dan
realisasinya 100%. Target kinerja tercapai target.

3} Proegram Perekonomian Dan Pembangunan

Indikator kinerja Program Perekonomian Dan Pembangunan tahun 2022 yaitu
Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti dengan target sebesar
100 dan realisasinya. 92%. Target kinerja tidak tercapai target. Kendala yang
dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangannya pemahaman dalam
Penyusunan Kebijakan ekonomi.

Indikator kinerja Program Perekonomian Dan Pembangunan tahun 2022 yaitu
Persentase kebijakan permasalaban Administrasi pembangunan daerah yang
diselesaikan dengan target sebesar 80 dan realisasinya. 100%. Target kinerja
melebihi target.

Indikator kinerja Program Perekonomian Dan Pembangunan tahun 2022 yaitu
Persentase pengadaan barang jasa yang diselesaikan dengan target sebesar 100
dan realisasinya. 97%. Target kinerja tidak tercapai target.

Indikator kinerja Program Perekonomian Dan Pembangunan tahun 2022 yaitu
Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindakianjuti dengan target sebesar 100
dan realisasinya 100%. Target kinerja tercapai target.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis



_ 9ningkatnya kualitas

Persentase

Aset yang | Penunjang
Pengkoordinasian dimanfaatkan Urusan
dilingkungan | Pemerintaha | 75 | 449 100 | Tercapai
pelaksanaan tugas Sekretariat n Daerah
perangkat daerah, Baerah Kabuptatean
penyusunan, o
pemantauan dan Persentase
: Nilai SAKIP
evaluasi pelaksanaan Perangkat
kebijakan daerah Dasrah 60 73 73 Tercapai
ARG - Predikat BB
umum,organisasi, e A
protokol dan
komunikasi pimpinan  [Bzrsentase
dan perencanaan dan pelaksanaan
keuangan fasilitasi
kegiatan 87 87 100 Tercapai
Kepala
Daerah/Pimpin
an
Nilai SAKIP :
Tidak
gzz{;gkat 7 69 R Tercapai
Meningkatnya kualitas | Persentase
kebijakan Tata
Pengkoordinasian Pemerintahan
yang Program 100 95 95 Tidak
pelaksanaan tugas ditiridakianiuti Pemerintaha Tercapai
perangkat daerah, ) n Dan
penyusunan Kesejahteraa
pemantauan dan n Rakogt
evaluasi pelaksanaan “\iempresentasi Y
kebijakan daerah kan Riimusan
bidang_ tata kehiiatean
pemerintahan, ) .
kesejahteraan rakyat, | Pidang kesra 100 75 75 Tidak
hukum dan kerjasama | yang Tercapal
diimplementasi
kan
Persentase
Regulasi
g’aESI;aI;TA s 10 100 160 Tercapai
PERBUP
Berikan 80 92 92 Tidak
Kerjasama Tercapai
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lanjuti
Meningkatnya kualitas | parsantase
pengkoordinasian kebijakan di 100
pelaksanaan tugas bidang Program 100 100
perangkat daerah, ekonomiyang | perekonomia Tercapai
penyusunan,pemanta | ditindaklanjuti | 4 pan
e
kebijakan daerah Fetsantass n
bidang kebijakan
perekonomian,admini | permasalahan
strasi pembangunan, | Administrasi 80 100 100 Tercapai
pengadaan barang pembangunan
dan jasa dan sumber | gaerah yang
daya alam diselesaikan
Persentase
pengadaan ;
barang jasa 100 o7 a7 TTIdak .
yang ercapail
diselesaikan
Persentase
kebijakan
Bidang SDA 100 100 100 Tercapai
yang

ditindaklanjuti




3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022
Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai

90

indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 88.23%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022
Sstar:lam'n ["dlkator - giatan/Sub Anggaran Realizas] ‘e Realisasi | gjsa Anggaran (Rp.)
egis | Sasaran Kegiatan = U '
s jatar (Rp.) (%)
Meningka | Indeks Program
tnya kualitas Penunjang
kualitas kebijakan | Urusan
Pengkoor | daerah Pemerintaha
dinasian bidang n Daerah
pelaksana | umum, Kabupaten/
antugas | organisasi | Kota
erangkat | , protokol
gaeraa, dZn 120,211,504,801.00 | (o no0 641 o73.00 89.70 13,311,862,628.00
penyusun | komunika
an, si
pemantau | pimpinan
an dan dan
evaluasi perencan
pelaksana | aan dan
an keuangan
kebijakan | Efektifitas | Penataan
daerah | koordinasi | Organisasi 2,925,790,000.00 | 4 46 273 483.00 | 3576 1,879,516,517.00
bidang bidang Pengelolaan
umum,org | umum, Kelembagaa
anisasl, organisasi | n dan 550,000,000.00 68.78 171,696,421.00
protokol | , protokol | Analisis ARt
dan dan Jabatan
komunika | komunika | Fasilitasi
st - si Pelayanan
pimpina impinan, i
i Eergn il ?;?;'k dan 426,550,000.00 363 693 718:00 85.33 62,556,284.00
perencan | aan dan Laksana
aan dan keuangan
keuangan | |ndeks Peningkatan
kualitas Kinerja dan
ﬁeiayana gﬁfoif:;:iﬂ 1,770,070,000.00 148,076.188.00 8.37 1,621,993,812.00
administr
iﬁ:l?rlnd’ang Koordinasi
organisasi dan
protokol Penyusunan
dan Lepaan
komunika gﬁgﬁmah 179,170,000.00 155.000,00000 | 8701 23,270,000.00
9 Daerah
pimpinan
dan
perencan
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aan dan
keuangan
Meningka | Indeks Perencanaa
tnya kualitas n,
kualitas kebijakan | Penganggar
Pengkoor | daerah an, dan
dinasian | bidang Evaluasi 39,421,349,580.00 48,970,704,703.00 82.41 10,450,644,887.00
pelaksana | tata Kinerja
antugas | pemerinta | Perangkat
perangkat | han, Daerah
daerah, kesejahte | Koordinasi
penyusun | raan dan
an rakyat, Penyusunan
pemantau | hukum Laporan
andan dan Capaian
evaluasi | kerjasam Kin%?-ja dan 30,000,000.00 30,000,000.00 100 -
pelaksana | a Ikhtisar
an Realisasi
kebijakan Kinerja
daerah SKPD
bidang Efektifitas | Penyusunan
tata koordinasi | Dokumen
Egnmermta g:i:ng gg:gzcanaan 170,400,000.00 160,926,993.00 94.44 9,473,007.00
. gkat
kesejahte | pemerinta | Daerah
raan han, Evaluasi
rakyat, kesejahte { Kinerja
gUkum raan Perangkat
an rakya
keriasam | ooy | Daerah 88,127,784.00 8156178400 | 9255 6,566,000.00
a dan
kerjasam
a
Indeks Menyediakan
kualitas Gaji dan
pelayana | Tunjangan §9,132,821,806.00 | 45 638 915,926.00 82.35 10,434,605,580.00
n
administt 3 dministras
asi bidang | j keyangan
tata Perangkat
pemerinta | paarah
han,
kesejahte
raan 565,026,000.00 sor068,161.00| 8974 57,957,838.00
rakyat,
hukum
dan
kerjasam
a
Meningka | indeks Pelaksanaan
tnya kualitas Penatausaha
kualitas kebijakan | an dan
pengkoor | daerah PengujianiVe 15,486,000.00 15.496.000.00 100.00 -
dinasian | bidang rifikasi T
pelaksana | perekeno | Keuangan
an tugas _| mian, SKPD




92

| Perangkat

Lanjuti

perangkat | administr | Keordinasi
daerah, asi dan
penyusun | pembang | Pelaksanaan 87,370,000.00 79 082.000.00 80.51 8,288,000.00
an,peman | unan, Akuntansi R
tauan pengadaa | SKPD
danevalu | nbarang | Koordinasi
asi dan jasa | dan
pelaksana danb Penyusunan
an sumber Laporan 19,400,000.00 87.89 2,350,000.00
(ebijakan | daya | Keuangan 17.050,000.00
daersh alam Akhir Tahun
bidang SKPD
perekono | Efektifitas | Koordinasi
mian,adm | koordinasi | dan
|mstr;|91 bidang Penyusunan
pembang erekono | Laporan
unan, P ian, Keuangan 415860,00000 | geoeo 00| 8891 46,100,000.00
pengadaa | administr | Bulanan/Triw
nbarang | asi ulanan/Seme
danjasa | pembang | steran SKPD
dan unan, Penyusunan
sumber | pengadaa | Pelaporan
daya nbarang | dan Analisis
an |jasa Prognosis
dan Reaglisasi 26,900,000.00 25,680,161.00 95.47 1,219,838.00
sumber Anggaran
daya
alam
Indeks Administras
kualitas | Keuangan
pelayana | dan
n Operasional
ad_mipistr Kepala 1,918,153,965.00 875,165,391.00 45.63 1,042,988,574.00
asi bidang | Daerah dan
perekono | Wakil
mian, Kepala
administr | Daerah
asi Penyediaan
pembang | Gaji dan
unan, Tunjangan
pengadaa | Kepala 918,153,965.00 733.745.500.00 79.92 184,408,465.00
nbarang | Daerah dan R
danjasa | Wakil Kepala
dan Daerah
sumber Pelaksanaan
daya Medical
alam Check Up
Kepala 1,000,000,000.00 14141089100 | 1414 858,580,109.00
Daerah dan o
Wakil Kepata
Daerah
Meningka | Temuan Administras
tnya Administr | i Barang
Transpara | asi Milik Daerah
nsi dan BPKfnsp | pada
Akuntabili | etorat Perangkat 457,850,000.00 453,841,600.00 99,12 4,008,400.00
tas Yang di Daerah
Kinerja Tindak




Daerah

Jumlah
Aset
Kendaraa
n yang di
tertibkan

Persentas
e
Identifikas
i
Inventaris
asi Aset
Dalam
Penelusur
an
Pengama
nan
Bidang
Tanah

Persentas
e
ketepatan
waktu dan
kesesuaia
n Input
Rencana
Umum
Pengadaa
n Pada
Aplikasi
SiRUP
(Maksimal
7 Hari
Kerja
setelah
Penandat
anganan
Perjanjian
Kinerja
Tahun
2022 dan
Maksimat
14 hari
Kerja
setelah
kesepakat
an
RAPBD
Tahun
2022)

TTingkat
Kepatuha
n serta

Kelengka

Penyusunan
Perencanaan
Ksbutuhan
Barang Milik
Daerah
SKPD

27,240,000.00

27,240,000.00

100.00
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Pengamanan
Barang Milik
Daerah
SKPD

228,900,000.00

227.816,800.00

§9.53

1,083,200.00

Koordinasi
dan
Penilaian
Barang Milik
Daerah
SKPD

17,200,000.00

16,234,800.00

94.39

965,200.00

Rekonsiliasi
dan
Penyusunan
Laporan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD

142,660,000.00

142,660,000.00

100.00

Penatausaha
an Barang
Milik Daerah
pada SKPD

41,850,000.00

39,890,000.00

95.22

1,860,600.00

Administras

Kepegawaia
n Perangkat
Daerah

10,800,000.00

10,800,000.00

100.00

Pendataan
dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaia
n

10,800,000.00

10,800,000.00

100.0G

Administras
i Umum
Perangkat
Daerah

5,848,223,500.00

5,782,202462.00

98.87

€6,021,038.00

Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapa
n Kantor

627,770,000.00

627,119,112.00

29.80

650,888.00

Penyediaan
Bahan
Logistik
Kantor

3,876,916,000.00

3,846,070,615.00

89.20

30,845,385.00




Membuat
inovasi
dan/atau
diutamak
an dalam
bidang
penanggu
langan
kemiskina
rn sesuai
dengan
fungsi
perangkat
daerah

Jumlah
Inovasi

Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintaha
n
DaerahDaer
ah

14,654,771,254.00

14,437,264,204.00

98.52

895

217,507,050.00

Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

435,000,000.00

44,874,518.00

99.72

126,482.00

Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Airdan
Listrik

6,431,740,000.00

6,352,571,054 00

98.77

79,168,936.00

Penyediaan
Jasa
Peralatan
dan
Perlengkapa
n Kantor

2,386,031,254.00

2.342,114,759.00

98.16

43,918,485.00

Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum
Kantor

5,792,000,000.00

5,697,703,863.00

98.37

94,296 137.00

Terealisa
sinya
Output

Capaian
Cutput
Kegiatan

Pemeliharaa
n Barang
Milik Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah

13,757,698,162.00

13,475,785,972.00

97.95

281,812,180.00

Penyediaan
Jasa
Pemeliharaa
n, Biaya
Pemeliharaa
n, Pajak, dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan

1,757.894,956.00

1.713,526,415.00

g7 48

44,368,541.00

Pemeliharaa
n/Rehabilitasi
Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya

9,697,688,457.00

9,475,405,796.00

ar.M

222,262,661.00




Pemeliharaa
n/Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Gedung
Kantor atau
Bangurnan
Lainnya

1,316,460,222.00

1,306,230,642.00

9922

96

10,229,580.00

Pemeliharaa
n/Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung
Kantor

atau
Bangunan
Lainnya

985,554,527 .00

980,623,119.00

99.50

4,931,408.00

Pelaksanaa
n Protokol
dan
Komunikasi
Pimpinan

. 94,634,850,018.00

14,433,145435.00

88.62

201,704,583.00

Fasilitasi
Keprotokolan

5,773,485,618.00

5,575,832,318.00

896.58

197,653,300.00

Fasilitasi
Komunikasi
Pimpinan

7,304,264,400.00

7,301,048 378,00

89.95

3,316,022.00

Pendokumen
tasian Tugas
Pimpinan

1,557,000,000.00

1,556,264,739.00

99.95

735,261.00

Program
Pemerintaha
n Dan
Kesejahtera
an Rakyat

§7,102,070,467.00

48,604,440,691.00

85.12

8,497,629,776.00

Administras
i Tata
Pemerintaha
n

1,104,912,245.00

1,008,264,117.00

91.26

96,648,128.00

Penataan
Administrasi
Pemerintaha
n

418,600,000.00

410,535,000.00

98.07

8,065,000.00

Pengelolaan
Administrasi
Kewilayahan

355,162,245.00

354,220,480.00

99.74

933,765.00

Fasilitasi
Peiaksanaan
Otonomi
Daerah

331,150,000.00

243,500,637.00

7363

87,649,363.00

Pelaksanaa
n Kebijakan
Kesejahtera
an Rakyat

53,513,636,222.00

45,741,851,234.80

85.48

7,771,784,988.00

Fasilitasi
Pengeloiaan
Bina Mental
Spiritual

32,291,761,599.00

29.423,016,165.00

81.12

2,868,745,364.00




Pelaksanaan
Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian
Kinerja
terkait
Kesejahteraa
n
Masyarakat

1,664,000,000.00

1,462,426,790.00

87.89

97

201,573,210.00

Fasilitasi
Pengelclaan
Bina Mental
Spiritual
{Bankeu)

19,557.874,703.00

14,856 408,279.00

75.96

4,701,466,424.00

Fasilitasi
dan
Koordinasi
Hukum

1,025,000,000.00

482,105,848.00

47.03

542,594,152,00

Fasilitasi
Penyusunan
Produk
Hukum
Daerah

350,000,000.00

184,793,070.00

52 80

165,206,930.00

 Fasilitasi
Bantuan
Hukum

175,000,000.00

114,893,778.00

65.71

60,006,222.00

Pendokumen
tasian
Produk
Hukum dan
Pengelolaan
Informasi
Hukum

500,006,000.00

182,319,000.00

317,681,000.00

Fasilitasi
Kerjasama
Daerah

1,458,514,000.00

1,372,219,492.00

94.08

86,294,508.00

Fasilitasi
Kerja Sama
Dalam
Negeri

4590,040,000.00

366,623,800.00

8147

83,376,200.00

Fasilitasi
Kerja Sama
Luar Negeri

5$78,514,000.00

576,402,130.00

9963

2.111,870.00

Evaluasi
Pelaksanaan
Kerja Sama

430,400,000.00

429,193,562 00

92.81

806,438.00

Program
Perekonomi
an Dan
Pembangun
an

5,192,835,265.00

4,470,679,880.00

86.09

722,155,2865.00

Pelaksanaa
n Kebijakan
Perekonomi
an

1,378,414,880.00

938,727,211.00

68.10

439,687,669.00




Pemantauan

Kebijakan
Sumber
Daya Alam

1,048,550,000.00

998,322,240.00

95.31

99

49,227,760.00

Koordinasi,
Sinkronisasi,
dan Evaluasi
Kebijakan
Pertanian,
Kehutanan,
Kelautan,
dan
Perikanan

499,000,000.00

472,001,260.00

94.59

26,998,740.00

Koordinasi,
Sinkronisasi,
dan Evaluasi
Kebijakan
Pertambanga
ndan
Lingkungan
Hidup

275,000,000.00

263,064,530.00

95.66

11,935,470.00

Koordinasi,
Sinkronisasi,
dan Evaluasi
Kebijakan
Energi dan
Air

274,550,000.00

264,256,450.00

896,25

10,293,550.00

Total

191,506,410,333.0
0

168,974,762,644.
00

88.23

22,531,647,689.00
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Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi angggaran sebesar 87,59%,

dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2021
: | Persen
_ ; : : N : <10 tase : _
Sasaran | Indikator | Program/Kegiatan | Anggaran Realisasi | o ... | SisaAnggaran
Strategis | Sasaran ISub Kegiatan P (Rp.)
(Rp.) (%)
Meningka | Persentas | Program
tnya e Nilai Penunjang
Akuntabili | SAKIP Urusan
tas Perangkat | Pemerintahan 115.220.407.398,00 | 104.201.172.480,00 | 9044 11.019.234.909,00
Kinerja Daerah Daerah
Pembang | Predikat Kabupaten/Kota
unan BB
Penataan
Organisasi 2.158.087.500,00 |  1.548.612.76500 | ' 17° B9RATATI50
Pengelolaan
Kelembagaan dan §22.150.000,00 | 283-147.986,00 5423 239.002.014,00
Analisis Jabatan
Meningka | Predikat Fasilitasi
tnya Akuntabilit | Pelayanan Publik
Transpar | as Kinerja | dan Tata Laksana 385.566.500,00 | 33°:004.600,00 86,89 50.561.900,00
ansidan | Perangkat
Akuntabili | Daerah
tas Temuan Peningkatan
Kinerja Administra | Kinerja dan
Sekretari | si Reformasi
at Daerah | BPK/Inspe | Birokrasi
ktorat ¥ 936.458.000,00 | 666.240.179,00 | 114 BOZITEEN00
Yang di
Tindak
Lanjuti
Jumiah Koordinasi dan
Aset Penyusunan
Kendaraa | Laporan Kinerja 313.913.000,00 | 264.220.000,00 | 5417 49:882,000.00
nyangdi | Pemerintah Daerah
tertibkan
Persentas | Perencanaan,
e Penganggaran,
Identifikasi | dan Evaluasi
, Kinerja Perangkat
Inventaris | Daerah 381.560.000,00 |  308.950.000,00 | 8097 1£:610.000,00
asi Aset
Dalam
Penelusur

an




Pengama
nan
Bidang
Tanah

Persentas
e
ketepatan
Input
Rencana
Umum
Pengadaa
n Pada
Aplikasi
SiRUP
{(Maksimal
7 Hari
Kerja
setelah
Penandat
anganan
Perjanjian
Kinerja
Tahun
2021 dan
Maksimal
14 hari
Kerja
setelah
kesepakat
an
RAPBD
Tahun
2022)
Tingkat
Kepatuha
n serta
Kelengkap
an LHKPN
Pertangga
| 31 Maret
2021
Tingkat
Kepatuha
n
LHKASN
Periangga
1 31 Maret
2021
Predikat
Tata
Kelola
Arsip

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan khtisar
Realisasi Kinertja
SKPD

31.560.000,00

31.560.000,00

100
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Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

150.000.000,00

138.300.000,00

92,20

11.700.000,00

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

200.000.060,00

139.090.000,00

69,55

60.910.000,00

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

61.449.863.229,0
o

54.781.118.646,0
0

89,18

6.668.744.583,00

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

60.635.538.255,0
0

54.053.027.707,0
0

89,14

6.582.510.548,00

Pelaksanaan
Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD

185.884.400,00

181,597.385,00

97,69

4.287.015,00

Koordinast dan
Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

628.440.574,00

546.493.554,00

81.947.020,00

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

£5.000.000,00

78.440.000,00

82,28

6.560.000,00




Meningka
tnya
Kualitas
Pelayana
n
Sekretan
at Daerah

Perangkat
Daerah

Indeks
Kepuasan
Masyarak
at
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Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKFD

$79.166.600,00

§07.502.000,00

87,63

71.664.600,00

Penyusunan
Pelaporan dan
Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

80.000.000,00

67.650.000,00

12.350.000,00

Administrasi
Keuangan dan
Operasional
Kepala Daerah
dan Wakil Xepala
Daerah

1.918.1583.965,00

1.000.487.610,60

§2,16

917.666.355,00

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah

918.153.965,00

782.366.620,00

8521

135.787.345,00

Pelaksanaan
Medical Check Up
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah

1.000.000.000,00

218.120.980,00

21,81

781.679.010,00

Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

804.076.000,00

711.497.800,00

88,49

92.578.200,00

Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

114.266.000,00

85.660.000,00

74,97

28.505.000,00

Pengamanan
Barang Milik
Daerah SKPD

61.560.000,00

61.298.000,00

99,57

262.000,00

Koordinasi dan
Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD

€0.000.000,00

51.854.800,00

86,42

8.145.200,00

Rekonsiliasi dan
Penyusunan
Laporan Barang
Milik Daerah pada
SKPD

150.000.000,00

134,370.000,00

89,58

45.630.000,00

Penatausahaan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD

418.250.000,00

378.315.000,00

90,45

39.935.000,00




Administrasi
Kepegawalan
Perangkat Daerah

244.500.000,00

234.038.620,00

85,72
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10.461.380,00

Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

197.840.000,00

187.478.620,00

94,71

10.461.380,00

Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

46.560.000,00

46.560.000,00

100,00

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

5.071.372.228,00

4.679.153.561,00

95,21

192.218.647,00

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

1.120.577.800,00

1.109.002.435,00

$8,97

11.575.365,00

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

2.520.379.390,00

2.762.603.805,060

§7.95

§7.775.485,00

Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan

307.336.800,00

293.349.550,00

95,45

13.887.350,00

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

461.480.638,00

440.629.791,00

95,48

20.850.847,00

Penatausahaan
Arsip Dinamis pada
SKPD Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan

260.870.0600,00

173.697.800,00

87.272.100,00

Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan

100.627.500,00

88.870.000,00

98,25

757.500,00

Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

3.914.540.760,00

3.846.631.129,60

98,27

67.909.631,00




Pengadaan
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

367.202.600,00

367.202.600,00

100,00
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Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
l.ainnya

3.547.338.160,00

3.479.428.529,00

98,09

67.909.631,00

Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
DaerahDaerah

15.856.543.105,00

13.832.361.615,00

87,86

1.924.191.590,00

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

46_560.000,00

46.030.500,00

§29.500,00

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

7.000.680.000,00

5.726.095.754,00

8,79

1.274.584.246,00

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

2.897.064.800,00

2.787.432.017.00

96,56

£9.632.783,00

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

5.912.238.305,00

5.362.793.244,00

90,71

549.445.061,00

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

5.644.010.161,00

9.563.411.019,00

80.599.142,00

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak, dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau

Lapangan

990.364 468,00

980.364.483,00

100,00




Pemeliharaan /
Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

5.885.296.353,00

5.835.800.896,00
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49.495.457 .00

Pemeliharaan /
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

1.876.111.940,00

1.868.219.635,00

99,58

7.892.305,00

Pemeliharaan /
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnva

892.237.380,00

869.026.000,00

897,40

23.211.380,00

Pelaksanaan
Protokol dan
Komunikasi
Pimpinan

13.777.760.450,00

13.394.919.804,00

97,22

382.780.646,00

Fasilitasi
Keprotokclan

4.371.006.450,00

4.050.810.696,00

92,67

320.195.754,00

Fasilitasi
Komunikasi
Pimpinan

8.097.794.000,00

8.036.074.515,00

99,24

61.719.481,00

Pendokumentasian
Tugas Pimpinan

1.308.940.000,00

1.308.024.589,00

99,93

865.411,00

Program
Pemerintahan
Dan
Kesejahteraan
Rakyat

38.167.602.045,00

28.505.699.711,00

78,82

7.661.902,334,00

Administrasi Tata
Pemerintahan

1.661.422.045,00

1.011.972.698,00

95,34

49.449.447 .00

Penataan
Administrasi
Pemerintahan

242.578.000,00

242.066.395,00

99,79

511.605,00

Pengelotaan
Administrasi
Kewilayahan

534.162.245,00

502.037.430,00

93,98

32.124 815,00

Fasilitasi
Pelaksanaan
Otonomi Daerah

284.681.800,00

267.968.773,00

84,09

16.813.027,00

Pelaksanaan
Kebijakan
Kesejahteraan
Rakyat

33,604.735.900,00

26.353.159.850,00

7842

7.251.576.850,00

Fasilitasi
Pengelolaan Bina
Mental Spiritual

23.589.959.390,00

18.876.973.750,00

80,02

4.712.985.640,00




Pelaksanaan
Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
terkait
Kesejahteraan
Sosial

332.892.000,00

313.800.800,00

9427
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19.081.200,00

Pelaksanaan
Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
terkait
Kesejahteraan
Masyarakat

8.981.684.410,00

6.462.285.300,00

71,95

2.519.489.110,00

Fasilitasi
Pengelolaan Bina
Mental Spiritual
(Bankeu)

700.000.000,00

700.000.000,00
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Fasilitasi dan
Koordinasi
Hukum

862.625.200,00

502.094.281,00

58,21

360.530.319,00

Fasilitasi
Penyusunan
Produk Hukum
Daerah

3688.845.000,00

209.140.820,00

53,79

179.704.180,00

Fasilitasi Bantuan
Hukum

328.183.000,00

239.589.780,00

72,70

89.6593.220,00

Pendokumentasian
Produk Hukum dan
Pengelolaan
Informasi Hukum

145.597 200,00

54.364.281,00

37,34

91.232.919,00

Fasilitasi
Kerjasama
Daerah

638.81%.000,00

638.472.282,00

99,95

346.618,00

Fasilitasi Kerja
Sama Dalam
Negeri

193.435.000,00

193.273.400,00

99,92

161.600,00

Fasilitasi Kerja
Sama Luar Negeri

251.897.000,00

251.997.000,00

100,00

Evaluasi
Pelaksanaan Kerja
Sama

193.387.000,00

193.201.882,00

$9.90

185.018,00

Program
Perekonomian
Dan
Pembangunan

3.267.092.186,00

2.751.715.192,00

84,23

515.376.993,00

Pelaksanaan
Kebijakan
Perekonomian

540.613.600,00

411.548.000,00

76,13

120.067.800,00




Koordinasi,
Sinkronisasi,
Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan
BUMD dan BLUD

222.600.000,00

129.620.000,60

58,23
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92.980,000,00

Pengendalian dan
Distribusi
Perekonomian

185.210.000,00

163.046.000,00

88,03

22.164,000,00

Perencanaan dan
Pengawasan
Ekcnomi Mikro
kecil

132.802.600,00

118.880.000,00

89,52

13.923.600,00

Pelaksanaan
Administrasi
Pembangunan

816.425.285,00

6§75.237.900,00

82,71

141.187.385,00

Fasilitasi
Penyusunan
Program
Pembangunan

146.638.900,00

137.948.800,00

54,07

B.680.000,00

Pengendalian dan
Evaluasi Program
Pembangunan

560.316.385,00

441.239.000,00

78,75

119.077.385,00

Pengelolaan
Evaluasi dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan

109.470.000,00

$5.050.000,00

87,74

13.420.000,00

Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan Jasa

1.188.138.500,00

1.048.247.837,00

88,23

139.890.663,00

Pengelolaan
Pengadaan Barang
dan Jasa

400.421.000,00

344.131.237,00

85,94

56.289.763,00

Pengelclaan
Layanan
Pengadaan secara
Elektronik

164.400.000,00

129.378.000,00

78,70

35.022.000,00

Pembinaan dan
Advekasi
Pengadaan Barang
dan Jasa

623.317.500,00

574.738.600,00

g2.21

48.578.900,00

Pemantauan
Kebijakan
Sumber Daya
Alam

721.914.800,00

616.683.455,00

85,42

105.231.345,00

Koordinasi,
Sinkronisast, dan
Evaluasi Kebijakan
Pertanian,
Kehutanan,
Kelautan, dan
Perikanan

381.539.000,00

289.647.455,00

78,54

81.591.545,00
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Keordinasi,
Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan 172.310.000,00 159.53000000 | 9258 12.760.000,00
Periambangan dan
Lingkungan Hidup

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan

Evaluasi Kebijakan 168.055,800,00 157.506.000,00 | 3372 10.559.800,00

Energi dan Air

Total 154.655.101.828,00 | 135.458.587.392,00 87,59 19.196.514.236,06

Dengan demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan daya serap realisasi anggaran
sebesar 0.64%.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2022 rata-rata sebesar 99.29% (Sangat Tinggi / FHnggi / Sedang / Rendah / Sangat
Rendah), dengan rincian sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

6)

7)

Capaian kinerja Indeks kualitas kebijakan daerah bidang
umum,organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan
perencanaan dan keuangan sebesar 100.16% (Sangat Tinggi ~Finggit

Capaian kinerja Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi,
protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan
sebesar 121.57% (Sangat Tinggi A Finggi-LSedang-/Rendah-LSangat-Rendah).

Capaian kinerja Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang
umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan
perencanaan dan keuangan sebesar 100.49% (Sangat Tinggi / Finggi-/

Sedang-/{Rendah{Sangat Rendah).

Capaian kinerja Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama
sebesar 100% (Sangat Tinggi / Finggi--Sedang+Rendah-/Sangat-Rendah).
Capaian kinerja Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama sebesar 102.14%
{Sangat Tinggi / Finggi--Sedang+ Rendah- - Sangat- Rendah).

Capaian kinerja Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang
tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama
sebesar 100% (Sangat Tinggi / Finggi--Sedang-+Rendah{Sangat Rendah).
Capaian kinerja Indeks kualitas kebijakan daerah bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang
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dan jasa dan sumber daya alam sebesar 102,28% (Sangat Tinggi / Fingg

).

8) Capaian kinerja Efektifitas koordinasi bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan
sumber daya alam sebesar 108.76% (Sangat Tinggi / TFinggi-~-Sedang/
Rendah-/ SangatRendah).

9) Capaian kinerja Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang
dan jasa dan sumber daya alam sebesar 108.80% (Sangat Tinggi / Tinggi

).
10) Capaian kinerja Temuan Administrasi BPK/Inspektorat
Yang di Tindak Lanjuti sebesar 113.79% (Sangat Tinggi / Tinggi--Sedang-

Rendah-fSangat-Rendah).

11) Capaian kinerja Jumlah Aset Kendaraan yang di tertibkan
sebesar 39.31% (Sangat-Tinggi / Tinggi--Sedang-/ Rendah LSangat-Rendah).
12) Capaian kinerja Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset
Dalam Penelusuran sebesar 8% (Sangat FinggiFinggi---SedangiRendah /

Sangat Rendah).

13) Capaian kinerja Pengamanan Bidang Tanah sebesar 92.59%
(Sangat Tinggi FFinggi+Sedang/RendahL Sangat Rendah)

14) Capaian kinerja Persentase ketepatan waktu dan
kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi
SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja
setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022} sebesar 100% (Sangat
Tinggi ~Finggi---Sedang--Rendah-L Sangat-Rendah)

15) Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan
LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022 sebesar 100% (Sangat Tinggi /FinggH

Sedang-{Rendah-LSangat-Rendah)

16) Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31
Maret 2022 sebesar 100% (Sangat Tinggi +Finggii-Sedang+Renrdah—/
Sangat-Rendah)

17) Capaian kinerja Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat
Daerah sebesar 87/85% (Sangat-Finggi / Tinggi-+Sedang/Rendah-/Sangat
Rendah)

18) Capaian kinerja Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu
Data Kukar sebesar 100% (Sangat Tinggi £ Finggi-+-Sedang-+Rendah-

19) Capaian kmexja J umlah Inovasn sebesar 200% (Sangat Tinggi /

ag =¥ )
20} Capaxa.n kmelja Capa1an Output Kegiatan sebesar 100%
(Sangat Tinggi AFinggi--Sedang-HRerdahfSangat Rendah)

Capaian kinerja tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun
2021 capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar
91.29% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 8%

4.2 Perbaikan Kedepan
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja

tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :
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1) Adanya Riveu Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2) Adanya Perbaikan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
3) Adanya Perbaikan Perjanjian Kinera Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Demikian Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LK]jIP) Sekretariat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi
bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

INGGOND, MM
TAMA MADYA (IV/d)
1004 198701 1 001




